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KEPALA DESA SENDANGDUWUR
KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA SENDANGDUWUR
NOMOR : 3 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SENDANGDUWUR

 a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan
pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya
dengan mengacu pada perencanaan pembangunan
Kabupaten;

b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana

] Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka

i waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah

Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan

- dengan Peraturan Desa;

. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah
Desa Desa Sendangduwur Tahun 2020

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor

4221);
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10.

11.

12.

13.

g:r?;l;g-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pemerirei‘ilaghaIl geuangan entara Pemerintah Pusat dan
Indonesia Tahaerah (Lembaran  Negara Republik
Lembaras N un 200.4 Nomor' 126, Tambahan
Ui n Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
g-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
;I;?;;rés_ 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
ia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679); ‘
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Rencana Pembangunan Daerah

Evaluasi Pelaksanaan :
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
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Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015
tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2037);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Susunan Organisasi dan Tata
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahu

Nomor 84 Tahun 2015
Kerja Pemerintah
n 2016

Nomor 6);

21. Peraturan Daerah Kabupaten
Tahun 2012 tentang Rencana Pemb
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan

Tahun 2012 Nomor 1);
29, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan
Tahun 2016-

Lamongan Nomor 1
angunan Jangka
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2021 (Lembara
2016 Nomor 3);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 22).

24 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan

Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015
Nomor 34).

N Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
23,

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGDUWUR
dan
KEPALA DESA SENDANGDUWUR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN  DESA TENTANG RENCANA  KERJA
PEMERINTAH DESA SENDANGDUWUR TAHUN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Desa inj yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Sendangduwur

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

6. Daerah adalah Kabupaten Lamongan .

7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.

9. Bupati adalah Bupati Lamongan.

10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa. B o

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
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t Desa adg]

13. Aset == ah bay,

Desa, dibeli atay g; aAng myj;

Desa atau perolehdlper()le &]k De Q Yang b . .
14 Pembangunan Dan h i n; beban Anggarairisalddan kelayaan ‘

. : esa a yan endapatan dan Belanja i
kehidupan untuk se, alah & Sah.
15. Kawasan Perdesaan adaly Sarn <eSeja}11r:§katan kualitas hidup dan '

pertaniatl, termagyy asan yq raan masyarakat Desa.

fungsi kawasan sebhg 8elolag, 8 mempunyai kegiatan utama

. gai t be '
pemenntahan, pelay. eml?at permukir daya alam dengan susunan '

anan S0 man 3 :

j6. Pemberdayaan - Magy, ., 8L dan kegigiy T riesshn; pelayanan. jasa |
yemanditian dan po esa ay ekonomi, i
CSejahterg, alah Upaya mengembangkan 5

pengetahuan, sikap, | Mmasyar

serta memanfaatkan sueterampilan, Pezlaﬁ: atk dengan meningkatkan

kegiatan, dan pendammner daya melalyj pen’eta;::rlilpblfﬁrll{, kesadaran,
ebijakan, program,

‘ori gan
prioritas kebutuhan mgag Yang sesuai den _
17. Musyawarah Desg atay arakat Desa. gan esensi masalah dan

U yan .
musyawarah antara Baqay, & discbut dengan nama lain adalah

€rm
dan  unsur masyarakat Usyawaratan Desa, Pemerintah Desa,
yang diselenggarakan oleh  Badan

m .
akan terkena dampak hasj] ) fngatasi permasalahan dan pihak yang

Syawarah)
ah .
19. glu:r}’;:vlz buppfrengaﬁaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah
a aten di Kecamatan van . ..
RKPD Kabupaten di Kecamat yang selanjutnya disingkat Musrenbang

an adalah forum mus
. yawarah stakeholders
Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari

Desa serta | epakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan
tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kera
Perangkat Daerah Kabupaten.

20.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya
disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala
Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan
masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.

21.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa
merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang memuat rencana. penyelenggaraan P_emermtahan Desa,
pelaksanaan pembangunarn, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat Desa. o
22. Kondisi O}t,)yektif Desa adalah kondisi yang menggﬁlmbafkitrsgza:la{::‘ng
ada di Desa. baik mengenai sumber daya B tan st
maupun sur;lber daya lainnya, serta dengan mempert‘;lr? ap egmbe;dayaan
, dap anak,
. . lindungan terha A
lain, - keadilan 'gender, P asyarakat miskin warga disabilitas dan
keluarga, keadilan Dbag! m gunaan teknologi tepat

marginal, pelestarian lingkuné
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na dan Sumber

wearifan lokal, daya lokal, ey,
: garusutamaan perdamaian, serta

permusyawaratan Dega, yop )
» yang

04, Dana Desa adalah dang yang 1
g

\ untuk  membiayaj
i pembangunan,
masyarakat.

Penyelenggaraan

pembinaan  kemagyqy pemerintahan, —pelaksanaan

akatan, dan pemberdayaan

[ 06, Profil Desa adalah g

) ambara:
meliputi data dasar T menyeluruh mengenai karakter desa yang

kelu .
i manusia, kelembagaan arga, potensi sumber daya alam, sumberdaya
| kemajuan dan pemasa;hz;a;aran: hdan sarana, serta perkembangan
; . ang dihadapi di
( adalah api di desa.
Z; \l\l;llissli admaSMbaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
1 ehingga Visi dpemya ~ tentang sesuatu yang harus dilaksanakan
| sehingga Visl dapat terwujud secara efektif dan efisien.
¢
' BAB II
[ SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa
] ' Pasal 2
L (1) Rencana .Kelja Pemerintah Desa Sendangduwur Tahun 2021 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
. Latar Belakang

A
B. Dasar Hukum

C. Tujuan dan Manfaat
D

E

. Proses Penyusunan
. Sistematika
BAB 1I GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
A. Visi — Misi Kepala Desa
B. Data kemiskinan dan Profil Desa
C. Kebijakan Pendapatan Desa
D. Kebijakan Belanja Desa
E. Kebijakan Pembiayaan Desa
BAB Il RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
A. Berdasar Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP

Desa Tahun 2019
B. [dentifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.

C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan
Pembangunan Daerah

D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan
Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.

e e e
T
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BAB 1V Aran KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA :

A. Prioritas Program Kegiatan Pembangunan
Tahun Anggaran 2021
1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

B. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Supra Desa

Skala Desa

Tahun Anggaran 2021 ‘
C. Pagu Indikatif Program Kegiatan masing-masing
_ Bidang/Sektor
BAB V PENUTUP
LAMPIRAN

1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa Tahun 2021
2. Matrik Program Kegiatan Skala Supra Desa Tahun 2021
(DU-RKP Desa)
Berita Acara Musyawarah Desa RKP Desa Tahun 2021
Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2021
Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusunan RKP
Desa
7. Keputusan BPD tentang Pembahasan dan Penyepakatan
Perdes RKP Desa Tahun 2021
' (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

N O o 52

Pasal 3

. Rencana Kerja Pemerintah  Desa Tahun 2021 merupakan landasan dan
pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
. masyar. akat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2021

Pasal 4

; Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
| dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana
:' kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
. (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan
. oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

. RKP Desa dapat diubah dalam hal:
| a.terjadi peristiva khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis

©  ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
. b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

v Pasal 6
Perubahan RKP Desa sebagaimana dim
| dan

aksud dalam Pasal 5 dibahas
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akati persama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutny?

-
di P jan dengan Peraturan Desa.

 ditetaP

Pasal 7
Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya dis

- Anggaran 2021

usun APBDes2 Tahun

5 Pasal 8
f (1) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang
4 mengenai teknis pelaksanaannya diatur Jebih lanjut oleh Kepala Desa-

- (2 peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
. Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

esa sendangduwur

Ditetapkan di D
September 2020

Pada tanggal 25
Kepala Desa Sendangduwur

Ttd

BARRUR ROHIM, S.Pd

e,p{\di Desa Sendangduwur
(341,05, September 2020
-Sendangduwur

Diu

A 'f:«\
AN

: <A
i ngtggrmAzrzazAFmA, SE
. Lembaran Desa Sendangduwur T

i

ahun 2020 Nomor 1
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